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PENGERTIAN
/DEFINISI

KONSTITUSI BERASAL KATA DARI BRHASA LATIN “CONSTITUTIO” BERKAITAN DENGAN “JUS”
ATAU “1US” >> HUKUM ATAU PRINSIP.

—BELANDA : CONSTITUTIE =/GRONDWET (UUD), - JERMAN : VERFASSUNG = GRUNDGESETZ
uum

—PERANCIS : DROIT CONSTITUTIONNEL, - INGGRIS : CONSTITUTION

OXFORD DICTIONARY OF LAW: “THE RULES AND PRACTICES THAT DETERMINE THE
COMPOSITION AND FUNCTION OF THE ORGANS OF THE CENTRAL AND LOCAL GOVERNMENT IN
A STATE AND REGULATE THE RELATIONSHIP BETWEEN INDIVIDUAL AND THE STATE"

KBBI : SEGALA KETENTUAN DAN ATURAN TERKAIT KETRTANEGARAAN.

KONSTITUSIONALISME MERUPAKAN SUATU PAHAM MENGENAI PEMBATASAN KEKUASAAN
DAN JAMINAN HAK-HAK RAKYAT MELALUI KONSTITUSI (KBBI, 1991

KONSTITUSIONALISME ADALAH SEBUAH PROSES HUKUM DALAM SISTEM KENEGARAAN
(DANIELSS. LEV, 1990)

INTINYA: PEMBATASAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA MELALUI HUKUM DAN
KONSTITUSI.




Bahasa: Bahasa
Indonesia, +300
hahasa daerah

UUD : UUD 1945
dengan4
amandemen

Lagu Kebangsaan :
Indonesia Raya

Agama:Isiam

(80%]), Kristen,

Katolik, Hindu,
Budha, Konghucu.
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Populasi: 270 juta

Pulau:17.000

Jumiah suku bangsa: 1.340
(Jawa, Sunda, Batak, Amhon,
Madura, Papua, Aceh, dil)

Semhoyan negara: Bhineka
Tunggal Ika (Bhinneka
Tunggal Ika)

Kota Terkenal : Bali, Lomhok,
Bandung, Yogyakarta,
Surahaya, Makasar, Medan,
Batam, Padang, Banda Aceh,
Palembang.

Tanggal Kemerdekaan: 17
Agustus 1945




TOTAL AREA OF 1,909 MILLION KM*
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PERAN
KONSTITUSI

KONSTITUSI DIAKUI SEBAGAI KERANGKA KERJA SEBUAH BANGSA YANG DENGANNYA
LANGKAH BESAR SEBUAH BANGSA AKAN DITENTUKAN.

SEBUAH KONSTITUSI MENJADI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM.

KONSTITUSI MENGATUR BUNYI, SEMANGAT, DAN KERANGKA KERJA MENYELURUH
YANG MENJADI DASAR LEGITIMASI SELURUH KETENTUAN HUKUM YANG LAIN DAN
SELURUH BENTUK PEMERINTAHAN.

KONSTITUSI MENJAMIN KERANGKA KERIA SISTEM HUKUM DAN POLITIK DAN FIGUR
MENDASAR SEBUAH BANGSA.

KONSTITUSI YANG MENENTUKAN DAN MENGATUR KEKUASAAN DAN HUBUNGAN
ANTARA KEPRESIDENAN, LEMBAGA LEGISLATIF, DAN LEMBAGA PERADILAN.

DALAM HAL PEMERINTAHAN BERSIFAT DESENTRALISASI, KONSTITUSI JUGA
MENGATUR HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH, DAN ANTARA
PEMERINTAH DI DAERAH.

KONSTITUSI MERUPAKAN “OTOBIOGRAFI SUATU BANGSA”



PADA MASA ORDE BARU BANYAK PUJIAN TERHADAP “PEMBANGUNAN EKONOMI YANG CEPAT” DAN PENGAKUAN STATUS
INDONESIA SEBAGAI SALAH SATU DARI MACAN ASIA, SEMENTARA DASAR BAGI PEMBANGUNAN TERSEBUT JELAS-JELAS
TIDAK STABIL.

KETIKA EKONOMI MELOROT SELAMA KRISIS MONETER DI ASIA, TERUNGKAPLAH BAHWA PONDASI PEMBANGUNAN EKONOMI
INDONESIA TERNYATA RAPUH, JUMLAH UTANG BANGSA SANGAT BESAR, DAN TINGKAT KORUPSI MENGEROGOTI SELURUH
SISTEM.

TIDAK ADANYA TRANSPARANSI PADA PEMERINTAHANDAN TIDAK ADA MEKANISME UNTUK AKUNTABILITAS PUBLIK MELALUI
LEMBAGA LEGISLATIF NASIONAL, PERS ATAU MELALUI KOMISI-KOMISI KHUSUS YANG BERWENANG.

BANYAK PRAKTIK-PRAKTIK BISNIS YANG PALSU, BERTUMPUKNYA UTANG-UTANG YANG TERUS BERTAMBAH SETIAP WAKTU.
SEHINGGA, KEBOBROKAN EKONOMI INDONESIA BERDAMPAK SANGAT BESAR PADA RAKYATNYA



REFORMASI DAN AMANDEMEN KONSTITUSI

* UUD 1945 DI ERA SOEHARTO MENJADI ALAT STATUS QUO KARENA TIDAK ADA PEMBATASAN KEKUASAAN
PRESIDEN.

® SOEHARTO TINGGAL DI KANTORNYA SELAMA 32 TAHUN DAN MENJADI KORUP DAN OTORITER.

* PADA BULAN MEI 1998 KARENA EKONOMI INDONESIA RUNTUH DAN SELURUH RAKYAT DAN MAHASISWA
MELAKUKAN DEMONSTRASI, AKHIRNYA SOEHARTO MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATANNYA DAN SECARA
OTOMATIS WAKIL PRESIDEN (B) HABIBIE) MENJADI PRESIDEN.

® AGENDA HABIBIE HANYA MEMPERSIAPKAN PEMILIHAN UMUM TRHUN 1999
® PEMILU 1999 MENJADI PEMILU PERTAMA YANG BEBAS DAN JUJUR SETELAH ERA SOEHARTO.
® ANGGOTA KONGRES BARU HASIL PEMILIHAN UMUM 1999 BERTUGAS MENGAMANDEMEN UUD 1945.




GONT...

® KONGRES/MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) TELAH MENETAPKAN 5 KESEPAKATAN POKOK
PERUBAHAN UUD 1945 (UUD 1943) YRITU: 1) TIDAK MENGUBAH PEMBUKAAN UUD 1945, 2
MEMPERTAHANKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, 3) MEMPERTEGAS SISTEM PEMERINTAHAN
PRESIDENSIAL, 4) MEMASUKKAN PENJELASAN UUD 1945 YANG MEMUAT HAL-HAL NORMATIF KE DALAM
PASAL-PASAL, 9] MELAKUKAN PERUBAHAN MELALUI PENAMBAHAN.

® PROSES PERUBAHAN: AMANDEMEN PERTAMA TRHUN 1999, AMANDEMEN KEDUA TAHUN 2000, AMANDEMEN
KETIGA TAHUN 2001 DAN AMANDEMEN KEEMPAT TRHUN 2002.




PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Tuntutan Reformasi

Antara lain:

® Amandemen UUD 1945

® Penghapusan doktrin Dwi
Fungsi ABRI

® Penegakan hukum, HAM,
dan pemberantasan KKN

® Otonomi Daerah

® Kebebasan Pers

® Mewujudkan kehidupan
demokrasi

Hasil Perubahan Sidang MPR Kesepakatan Dasar <—

Latar Belakang Perubahan

® Kekuasaan tertinggi di tangan
MPR

® Kekuasaan yang sangat besar
pada Presiden

® Pasal-pasal yang terlalu
“luwes” sehingga dapat
menimbulkan multitafsir

e Kewenangan pada Presiden
untuk mengatur hal-hal
penting dengan undang-
undang

® Rumusan UUD 1945 tentang
semangat penyelenggara
negara belum cukup
didukung ketentuan konstitusi

e Pembukaan
e Pasal-pasal:
- 21 bab
- 73 pasal
- 170 ayat
- 3 pasal Aturan Peralihan

® Sidang Umum MPR 1999

® Sidang Tahunan MPR 2000

® Sidang Tahunan MPR 2001

Tanggal 14-21 Okt 1999

Tanggal 7-18 Agt 2000

Tujuan Perubahan T

e Pembukaan
e Batang Tubuh
- 16 bab
- 37 pasal
- 49 ayat
- 4 pasal Aturan Peralihan
- 2 ayat Aturan Tambahan
® Penjelasan

Menyempurnakan aturan
dasar mengenai:

® Tatanan negara

® Kedaulatan Rakyat

°* HAM

® Pemisahan kekuasaan

® Kesejahteraan Sosial

® Eksistensi negara
demokrasi dan negara
hukum

® Hal-hal lain sesuai dengan

® Tidak mengubah Pembukaan
UUD 1945

® Tetap mempertahankan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia

® Mempertegas sistem
presidensiil

perkembangan aspirasi dan
kebutuhan bangsa

® Pasal 3 UUD 1945

® Pasal 37 UUD 1945

® TAP MPR No.IX/MPR/1999
® TAP MPR No.IX/MPR/2000
® TAP MPR No.XI/MPR/2001




PERDEBATAN

KONSTITUSIONAL

Ada tiga kesamaan antara perdebatan konstitusional pada
1990-an dan ERA REFORMASI

Pertama, para pendukung amandemen konstitusi menunjukkan
hahwa para pendiri hangsa Indonesia yang membuat UUD 1943
herada dalam situasi darurat dan menganggapnya sehagai
Konstitusi sementara yang memeriukan perubahan kemudian.

Kedua, UUD 1945 memberikan kekuasaan luas pada presiden
melebihi parlemen, dan karenanya memungkinkan kekuasaan
otoriter.

Ketiga, hanya ada sangat sedikit ketentuan untuk melindungi
hak asasi manusia.




LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945




MAHKAMAH KONSTITUSI

Konstitusi,

Memutuskan pembubaran partai politik,
Memutus sengketa/perselisihan hasil
pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan
putusan atas pendapat Dewan Perwakilan




Landasan Teoretis
Pembentukan Mahkamah Konstitus

PAHAM KEDAULATAN
YANG DIANUT DALAM UUD 1945

| |

~ DEMOKRASI ~ NOMOKRASI
= w,«*

[Constitutional Democracy

- Negara Hukum yang demokratis
[Democrathische Rechtsstaatl
3 " ;", _ 3 -




MK DAN HAK
KONSTITUSIONAL

MAHKAMAH KONSTITUSI RELATIF BISA DIKATAKAN SEBAGAI LEMBAGA BARU DI
INDONESIA. LEBIH DARI 20 TRHUN TELAH BERLALU NAMUN MK BELUM BANYAK
DIKENAL OLEH MASYARAKAT INDONESIA.

DENGAN JUMLAH PENDUDUK INDONESIA MENCAPAI 270 JUTA JIWA DAN DENGAN
JUMLAH PULAU SEBANYAK 17.000 PULAU, SOSIALISAS]I MK KEPADA SELURUH
RAKYAT INDONESIA TIDAK BISA DILAKUKAN SECARA MANUAL. SEJAK
BERDIRINYA, HAKIM KONSTITUSI DAN PEGAWAI MK HAMPIR SETIAP BULAN
MENGUNJUNGI SELURUH PROVINSI DI INDONESIA UNTUK MENGINFORMASIKAN
KEPADA MASYARAKAT TENTANG MK.

MASYARAKAT MASIH BELUM MENGETAHUI DAN MEMAHAMI HAK
KONSTITUSIONALNYA.

MASYARAKAT MASIH BINGUNG TENTANG MK DAN MA
HAL TERSEBUT MENYEBABKAN JUMLAH PERKARA DI MK MINIM.



REKAPITULASI PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Dalam
Proses
Tahun ) Diregistrasi  Jumlah Amar Putusan
Yang
lalu

REKAPITULASI PUU
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VISI DAN MISI
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MAHKAMAH KONSTITUSI

Menegakkan Konstitusi Melalui
Peradilan yang Modern dan Tepercaya

1) Memperkuat integritas peradilan konstitusi.
2) Meningkatkan kesadaran berkonstitusi

warga negara dan penyelenggara negara.
3) Meningkatkan kualitas putusan.




TELAH MENGGUNAKAN E-COURT

UPAYA MK
MENDEKATKAN
DIRI KE
MASYARAKAT

STAFF YANG AKAN SELALU MEMBANTU MASYARAKAT DENGAN INTEGRITAS YANG TINGGI DAN PROFESIONAL

TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

PUNYA BANYAK TOOL E COURT : Website, Court Recording System, Video Conference, Case Retrieval
SI;I.:m. Case Management System, Digital Archives, Click MK, SIMPELMK, CASE TRACKING SYSTEM,
E-GOV,DLL

PUTUSAN DAPAT DI DOWNLOAD 10 MENIT SETELAH SIDANG SELESAI

PUTUSAN GRATIS
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